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Abstrak
 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dilakukan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku pada saat ini. Kemudian Penelitian dilakukan secara diskriptif dimana

penggabungan antara hasil penelitian dengan data-data yang ada untuk memberikan gambaran secara

kualitatif.

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang selama ini dilaksanakan pada umumnya

memberikan sejumlah hak-hak yang dijamin oleh undang-undang. Namun demikian ketentuan yang ada

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan	Terbatas belum cukup melindungi

kepentingan para pemegang saham minoritas. Adanya ketidakseimbangan antara para pemegang saham

mayoritas dan minoritas dalam memberikan kontribusinya pada perusahaan, khususnya pada saat pemegang

saham minoritas hendak mengajukan permohonan kepada Direksi untuk mengadakan RUPS, namun

permohonan tersebut di abaikan oleh Direksi, yang mana jabatan direksi tersebut di jabat oleh pemegang

saham mayoritas.

Dalam hal ini kasus yang penulis telaah dimana perlindungan pemegang saham minoritas PT. Prabu Mutu

Mulia tidak berjalan sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar maupun undang-undang, hal tersebut

dapat dilihat dimana dalam hal pemegang saham memohon kepada direksi untuk mengadakan RUPS untuk

mengalihkan sahamnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan undang¬undang tapi tidak dilaksanakan

oleh Direksi yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pemegang saham mayoritas.

Pemegang saham minoritas mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan pemanggilan

dan melaksanakan RUPS sendiri dan dalam putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan

penetapan bahwa pemegang saham minoritas dapat mengadakan RUPS sendiri dengan alasan-alasan yang

diterima oleh pengadilan dengan surat penetapan nomor 211/PDT.G/PN.Jkt. Sel tanggal 25 Juli

2002.Perlindungan tersebut bagi para pemegang saham minoritas melalui pengadilan mengajukan

permohonan khususnya permohonan untuk mengadakan RUPS, perlindungan tersebut merupakan

perlindungan yang terakhir jika hak-haknya terabaikan oleh pemegang saham mayoritas. Direksi dan

Komisaris. Pengadilan Negeri merupakan institusi pertama dan terakhir dalam memberikan keputusan

artinya tidak ada badan peradilan lain yang berwenang mengeluarkan ijin untuk mengadakan RUPS dan apa

yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan merupakan keputusan yang final dan mengikat artinya tidak ada

upaya hukum lain untuk menolak-putusan yang telah ditetapkan.
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